
 
BUPATI SIDOARJO 

 PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 21 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN 

BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang     :      a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 

2 huruf e angka 9) dan huruf f angka 19) Lampiran Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025; 

                       b.  bahwa bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2025 belum dapat 

mengakomodir perkembangan kebutuhan dan kondisi saat 

ini khususnya dalam hal terjadi penurunan kemampuan 

keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 

Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, 

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; 

 



Mengingat          :    1.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan 

Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-

Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, 

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               

Nomor 5189); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5355); 



9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Nomor 6139); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6914); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 



16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Penagelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran               

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan 

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib 



Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020              

Nomor 1777); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan   Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117); 

28. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan 

Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupten 

Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 

Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 

Nomor 66); 

 

 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA 

CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta 

Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 

2022 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 



Pertanggungjawaban, serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 66), diubah sebagai 

berikut: 
 

1.  Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, 

yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran 

uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan 

dengan Keputusan Bupati yang diusulkan oleh Kepala 

SKPD penyelenggara urusan berdasarkan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD. 

(1a) Dalam hal diperkirakan terjadi penurunan kemampuan 

Keuangan Daerah pada tahun berjalan sebelum penetapan 

perubahan APBD, penetapan besaran uang atau jenis 

barang atau jasa yang akan dihibahkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) penurunannya dapat disesuaikan 

dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2)  Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (1a) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan 

hibah. 

(3) Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah 

kepada penerima hibah dilakukan setelah 

penandatanganan NPHD. 

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan 

mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank 

penerima hibah. 

(5) Rekening bank penerima hibah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) harus rekening khusus tersendiri. 

 

2.  Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga                

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 21 

(1) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4                 

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam melaksanakan 

proses pengadaan berpedoman pada peraturan perundang 

undangan tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. 

(2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf d, huruf e, dan huruf f dalam melaksanakan proses 

pengadaan mengacu pada aturan internal pengadaan yang 

dituangkan dalam NPHD dengan berdasarkan asas efisien, 

efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. 

(3) Aturan internal pengadaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tetap harus memperhatikan dan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah. 

 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 11 Mei 2026 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

ttd 

 

SUBANDI 

 

Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal 11 Mei 2026 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 

 

    ttd 

 

 

FENNY APRIDAWATI 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 21 TAHUN 2026 


